
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief, sebagaimana dikutip Heni 

Siswanto
1
 adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ 

pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat 

dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya 

secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan 

perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasilan dan Undang-

Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum 

ke arah tegaknya hukum, keadilan  dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945.  

 

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto
2
, pada 

hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in 

abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system 

(penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang 

kebijkaan pembangunan nasional (national development). Ini berarti bahwa 

penegakan hukum pidana in abstracto (pembuatan/perubahan UU; law 

                                                 
1
 Heni Siswanto.Op cit. hlm.1 

2
  Ibid, hlm.85-86 
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making/law reform) dalam penegakan hukum pidana in concreto (law 

enforcement) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi 

pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) 

hukum nasional. 

 

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro
3
, 

penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:  

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang 

menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut 

ditegakkan tanpa terkecuali 

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) 

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan 

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual  

3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul 

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya 

manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui 

penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan 

hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu 

                                                 
3
 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, 

hlm.76. 
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perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya
4
 

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro
5
, 

unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).  

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta 

lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi 

Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. 

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.  

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari 

masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim 

hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim 

dari pemikiran sosial  tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar 

atau dilaksanakan. 

 

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini 

dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah, 

sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga 

sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-

perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang 

paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip 

pengembangannya dan sebatas inilah blue print-nya. Untuk itu maka gagasan 

                                                 
4
 Ibid, hlm.79. 

5
 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan  

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 

Jakarta. 1994. hlm.81. 
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dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip 

atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar 

lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat 

dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, 

hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam 

menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.  

   

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide  tentang hukum 

yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide 

ini menjelaskan  tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap 

hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan 

signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang 

lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan 

lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu 

menjelaskan banyak  tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum 

yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.  

 

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut 

dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor 

nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum 

melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum 

memperlancar bekerjanya hukum, sehingga perilaku orang menjadi positif 

terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang 

rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu 
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kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi 

psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.
6
 

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-

nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, 

maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum 

akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang 

dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.membentuk 

undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalakan 

undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh 

dan terikat pada norma hukum adalah jala pikiran yang setengah sesat. Budaya 

hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang 

ada di luar hukum.
 7

 

 

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice 

system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu 

atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri 

yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat 

dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara 

subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifvitas suatu peraturan. 

Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua 

unsur saling mendukung dan melengkapi.
 8

  

 

                                                 
6
 Ibid. hlm.82. 

7
 Ibid. hlm.82. 

8
 Ibid. hlm.83. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, ada anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran 

hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin 

timbul dan mungkin pula tidak timbul. Oleh karena itu, semakin tinggi taraf 

kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan 

kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran 

hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan hukum, sehingga tidak mengherankan kalau ada yang merumuskan 

kesadaran hukum itu sebagai suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan  

tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan kepada hukum. 

 

B. Perkara Pidana Lalu Lintas 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan
9
 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
 10

 

 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut
11

: 

                                                 
9
 Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.  

     2001. hlm. 22  
10

 Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.  

    1996. hlm. 16. 
11

 Andi Hamzah. Op cit. hlm. 25-27  
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a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara 

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 

kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar 

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu  tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan 

dan dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP 

antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan 

sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang 

dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga 

dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang 

menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam 

Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 

aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 

KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan 

tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan 

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 

KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak 

aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak 

menyusui bayinya, sehingga anak tersebut meninggal.  

 

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan 

tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain 

yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan 

lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan di mana 

terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun 
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kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit 

diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan 

banyaknya pergerakan dari kendaraan.  

Berdasarkan defenisi  tentang kecelakaan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan 

kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan disebabkan 

oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya, atau tempat terbuka yang dijadikan 

sebagai sarana lalu lintas seerta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian 

manusia dan kerugian harta benda.  

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat 

digolongkan menjadi:
 12

   

a) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan 

bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti 

menabrak pohon, kendaraan tergelcincir, dan terguling akibat ban pecah. 

b) Kecelakaan ganda, yaitu yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu 

kendaraan bermotor atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di 

waktu dan tempat yang bersamaan.  

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan:
 13

    

a. Rear-Angle (RA), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang 

berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan. 

b. Rear-End (RE), kendaraan yang menabrak kendaraan lain yang bergerak 

searah. 

                                                 
12

 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya .Penerbit Rineka  

    Cipta. Jakarta. 1995.  hlm 35.  
13

 Ibid.  hlm 37.  
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c. Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak yang menabrak kendaraan lain dari 

samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang 

berlainan. 

d. Head-On (Ho), kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan namun 

bukan Sideswipe, hal ini sering disebut masyarakat luas suatu tabrakan dengan 

istilah adu kambing. 

e. Backing, tabrakan yang terjadi pada saat kendaraan mundur dan menabrak 

kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakbiatkan kerugian.  

 

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus 

atau hanya beberapa hanya di antaranya. Berikut kondisi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan korban lalu lintas yaitu: 

a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan 

meninggal dunia akibat kecelakaan laulintas dalam jangka paling lama 30 hari 

stelah kecelakaan tersebut. 

b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita 

cacat tetap atau harus dirawat di inap di rumah sakit dalam jangka lebih dari 

30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika 

sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak 

dapat pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen/seumur hidup). 

c. Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan 

rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.
 14

    

 

C. Penanggulangan Tindak Pidana  

                                                 
14

 Ibid.  hlm 38.  
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Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
15

 

 

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan 

yaitu sebagai berikut:
 16

 

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang 

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil 

Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan 

dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif 

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian 

sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas 

menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, 

aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan 

daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 

pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang 

                                                 
15

 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23 
16

 Ibid. hlm. 25-26 
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telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan 

yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana 

pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan 

perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan 

nilai-nilai keadilan suatu daya guna. 

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.  

 

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi 

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) 

maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan 

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, 

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan 

hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu 

penyelesaian dengan menghilangkan sebabnya dengan kata lain sanksi hukum 

pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi pengobatan simptomatik. 

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial 

(social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Secara singkat dapat 
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dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah 

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.
17

 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:
 18

 

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : 

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial 

tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan 

terjadinya kejahatan  

 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya  harus ditempuh dengan pendekatan 

yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus 

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia 

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (yaitu bagian dari politik 

hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik 

sosial). Pendekatan kebijakan dan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila 

dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat 

dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa sanksi pidana. 

D. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan yang 

mengatur  tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu sebagai berikut: 
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a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  tentang Kesejahteraan Anak. 

Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 

batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang Pengadilan Anak. 

Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang 

Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang Berkonflik dengan 

Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

 

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus 

dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 
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manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak 

asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB  tentang Hak-

Hak Anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari 

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
19

  

 

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas 

dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak menegaskan 

bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus 

demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan 

dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, 
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mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan 

kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, 

memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta 

berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.  

 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik 

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak meletakkan 

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:  

a. Nondiskriminasi;  

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.  

 

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran 

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia 

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.  

 

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang 

Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut: 

(a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). 
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(b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). 

(c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

orang tua (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). 

(d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak 

dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar 

maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002].  

(e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
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usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). 

(h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002).  

(j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 

penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan 

perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk 

perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam 

kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 
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kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002). 

(m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak 

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, 

penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir 

(Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).  

(n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 

dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan 

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi 

korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum 

berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002).  

(o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002).  

 

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan 

nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah 

melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan 

Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. 
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Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan 

pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan 

menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan 

hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.
20

 

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan 

perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana 

anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai 

berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan 

terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk 

yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan 

perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, 

pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi 

dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang 

diberikan.
21

 

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan 

masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan 

yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, 

melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau 

mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan 

sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, 

hakuntuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan 

Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan 
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perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, 

hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak 

untuk didampingi oleh penasehat hukum. 
22

 

 

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk 

memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak 

untuk menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 

Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub 

b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 

177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan 

saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).
 23

 

 

E. Perdamaian dan Keadilan Restoratif   

Perdamaian berasal dari kata damai, menurut kamus besar bahasa Indonesia 

perdamaian didefenisikan sebagai penghentian permusuhan (perselisihan). 

Menurut kamus hukum perdamaian adalah penyelesaian perselisihan, 

persengketaan atau perkara di luar persidangan pengadilan, itulah prinsip 

penyelesaian yang baik sesuai dengan hikmah Pancasila. 

 

Berdasarkan kedua rumusan di atas  tentang pengertian perdamaian pada intinya 

perdamaian adalah sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa 

kekerasan. Permaian ini dapat dilakukan baik sebelum perkara dimajukan ke 

pengadilan maupun sesudah dimajukan ke pengadilan. Dalam perdamain lebih 

mengutamakan suasana kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa sebab 
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dalam perdamaian tidak dionjolkan pihak yang salah atau benar namun akan 

dibahas duduk persoalan yang sebenaranya dan para pihak akan mengambil 

keputusan berdasarkan kesepakatan.  

Konsep ADR (Alternative Dispute Resolution) menekankan penyelesaian 

sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya 

menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan 

sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan 

sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. George 

Applebey dalam An Overview of Alternative Dispute Resolution berpendapat 

bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari 

model-model:
 24

 

a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa  

b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama  

c. Forum-forum baru bagi penylesian sengketa  

d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum. 

 

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ADR merupakan 

kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan 

sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme ajudikasi 

standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau 

sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur ajudikasi non 

standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.  
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Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian 

praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:
 25

 

a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaiakan di luar pengadilan 

untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa  

b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan 

melalui litigasi konvensional  

c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan  

 

ADR dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah 

diakui sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 

tahun 1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa ADR 

adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.  

 

Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai alternative to litigation 

atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase 

termasuk bagian dari ADR. Sedangkan Alternative to adjudication berarti 

mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak 

melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang 

mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. 
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Tujuan yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme ADR 

adalah wini-win solution atau mutual acceptable solution.
26

  

 

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita 

hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (law is 

justice), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber 

hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk 

penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita 

hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus 

mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. 

Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan 

filosofis, yuridis, dan sosiologis. 
27

 

 

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin 

lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih 

mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum 

berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan 

untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada asasnya perkara pidana tidak 

dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. 

 

Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang lazim 

diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan 
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telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999  tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga 

pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian 

sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 

2000 jo PP Nomor 29 Tahu n2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu 

pula ADR dikenal juga menyangkut hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, 

persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain
28

  

 

Beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara 

yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah: 

a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan 

yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif. 

b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman 

pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP). 

c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan 

“kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda. 

d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum 

administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. 

e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan 

aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan 

diskresi. 
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f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke 

pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang 

dimilikinya. 

g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum 

pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.
29

 

Selain dimensi di atas, maka eksistensi ADR dapat dikaji dari perspektif filosofis, 

sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, maka eksistensi mediasi penal 

mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (win-win) dan bukan 

berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (lost-lost) atau “menang-kalah” (win-lost) 

sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal 

melalui proses hukum litigatif (law enforcement process). Melalui proses mediasi 

penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan 

para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku 

dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai 

solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari 

pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang 

ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama, sehingga solusi 

yang dicapai bersifat “menang-menang” (win-win).  

Berdasarkan Explanatory memorandum dari rekomendasi Dewan Eropa  tentang 

“Mediation in Penal Matters”, dikemukakan beberapa model mediasi penal 

sebagai impelementasi ADR yaitu sebagai berikut: 
30
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a. Model “informal mediation” 

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice 

personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan 

penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila 

tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial 

atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi atau Hakim. 

 

b. Model “Traditional village or tribal moots” 

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan 

konflik kejahatan di antara warganya dan terdapat pada beberapa negara 

yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, 

model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi 

kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern 

sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan 

suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur 

masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum. 

 

c. Model “Victim-offender mediation” 

Menurut model ini maka mediasi antara korban dan pelaku merupakan 

model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan 

bebagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. 

Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat 

formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan 

pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksaan polisi, tahap 

penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada 

yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk 

tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak 

kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku 

pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk 

residivis. 

 

d. Model “Reparation negotiation programmes” 

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau 

perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban, biasanya pada 

saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan 

rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan 

perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tidak pidana dapat dikenakan 

program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti 

rugi/kompensasi. 

 

e. Model “Community panels of Courts” 

Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari 

penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel 

dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. 
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f. Model “Family and community group conferences”  

Model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan 

pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi 

juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu 

(seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan 

keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif 

dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku 

keluar dari persoalan berikutnya. 

 

 

Konsep restorative justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum 

pidana, meskip sebenarnya konsep ini sudah lama berkembang dan dipraktikkan 

dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common 

law system. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka restorative justice dalam 

implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam 

aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut 

harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi 

sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-

undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik 

dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat 

dengan dikenal dan dipraktekan mediasi penal sebagai sebuah bentuk 

penyelesaian perkara di luar pengadilan. 

 

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir 

seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik 

dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan 

“kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa direstorasi, sehingga kondisi yang 

telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut 
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memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma 

penghukuman dikenal sebagai keadilan restoratif (restorative justice), yaitu 

penyelesaian perkara di luar peradilan, di mana salah satu upayanya adalah pelaku 

memperbaiki kerugian bagi korban, keluarganya dan masyarakat.
 31

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa perdamaian ditempuh 

sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Hal ini 

dikarenakan pemidanaan yang diwujudkan dalam proses pengadilan bertujuan 

untuk prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum yaitu dengan 

dipidananya pelaku kejahatan maka ia diharapkan akan mengurungkan niatnya 

untuk berbuat jahat, sedangkan prevensi khusus yaitu dengan telah diselesainya 

menjalani pidana maka ia diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang 

menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas 

yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan 

asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas 

menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan 

menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat 

dikenakan pemidanaan.  

 

Penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan di 

luar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 

meninggalnya korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang terlibat 

tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak 

                                                 
31

 Ibid, hlm.5 



 

 

48 

sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui 

proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi 

karena pengadilan akan mempelajari bukti-bukti yang ada guna mencari 

kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.  

 

F. Keadilan Substantif terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana 

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, 

tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat 

adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang 

dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika 

kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil
32

  

 

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa 

hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai 

bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, 

formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu 

sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap 

hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.  

 

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu 

menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh 

kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-

undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, 

hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda 
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dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu 

saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan 

lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
33

  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil 

(hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar 

substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu 

mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti 

hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi 

tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi 

rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. 

 

Keadilan substantif berkaitan dengan keadilan restoratif (restorative justice)  

dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan 

dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun 

mungkin menyimpang dari procedur legal system. Konsep restorative justice 

merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun 

sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam 

penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common law 
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system. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka restorative justice dalam 

implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam 

aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut 

harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika 

masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap 

regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi 

yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya 

karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekan mediasi 

penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.
 34

 

 

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir 

seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik 

dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan 

“kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa direstorasi, sehingga kondisi yang 

telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut 

memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma 

penghukuman dikenal sebagai restorative justice, di mana pelaku memperbaiki 

kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan masyarakat. 

 

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 

pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa 

diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak,  
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menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,  menghindarkan anak dari 

perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 

menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya 

perlindungan anak dalam sistem peradilan demin terwujudnya Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu (integrated criminal justice system) atau juga bisa jadi 

pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua 

undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak 

yang bermasalah dengan hukum. 
35

 

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) 

menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan 

dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di 

bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa diversi dalam sistem 

peradilan pidana bertujuan untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam 

sistem peradilan demin terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu. 

Pemberlakuan diversi merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak yang 

bermasalah dengan hukum. Maknanya adalah terdapat upaya yang patut 

diapresiasi bahwa Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang 
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pembaruan undang-undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana 

merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya 

pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan 

(khususnya kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum). Pembaharuan 

hukum pidana pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan 

reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-

filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan 

sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.  

 

Pembaharuan hukum pidana tersebut harus dilakukan dengan pendekatan 

kebijakan, karena pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah 

kebijakan. Pembaharuan hukum pidana berorientasi pada pendekatan nilai. 

Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan sebagai 

bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-

masalah sosial (termasuk di dalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka 

mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, Selain tu 

sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya perlindungan 

masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), khususnya kejahatan 

atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

 

G. Teori dan Tujuan Pemidanaan 

 

Menurut Badra Nawawi Arief
36

, pengaturan  tentang pemidanaan telah mengalami 

kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah 

dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas 
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pemidanaan (the limit of sentencing) dan penentuan bobot pemidanaan (the level 

of sentencing). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan 

jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan 

sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan 

keadaaan-keadaaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (indiscriminately) 

atas penjatuhan pidana. 

 

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, 

juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun 

masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, 

menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan 

meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu 

sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan  tentang 

berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik 

dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.
 37

 

 

Tujuan pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap 

terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan 

pemidanaannya. Menurut Pasal 72 Ayat (2) RUU KUHP, terhadap terpidana yang 

mendapatkan pidana penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan masa 

pidana  menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani pidananya selama 10 

tahun dan dengan berkelakuan baik. 

 

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan  tentang diakuinya kondisi, 

perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan 
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pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan 

dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang 

menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan 

pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke 

arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan 

dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau 

keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Muladi
38

, tujuan pemidanaan dikenal 

tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:
 
 

a. Teori Absolut atau Pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar.Tuntutan 

keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan 

atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena 

orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun 

seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri 

(membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di 

dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan 

pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.  

 

b. Teori Relatif atau Tujuan 

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan 

pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain 

yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang 

telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak 

melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada 

hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut 

teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti 

telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum 

dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan 

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku 

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk 

pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, 

pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh 
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mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Prevensi umum 

mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan kewibawaan, menegakkan 

norma dan membentuk norma. Tujuan pidana untuk rnencegah kejahatan 

ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan 

prevensi umum (general prevention), prevensi khusus dimaksudkan 

pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin 

dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk 

tidak melakukan tindak pidana.
 
 

 

c. Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari 

suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah 

dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak 

pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum 

demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran 

penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai 

pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun 

terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan 

untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang 

mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. 

 

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai 

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-

kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan 

berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara untuk rnenjatuhkan 

pidana sebagai pembalasan, pidana pemba1asan tidak bcrmanfaat bagi 

masyarakat. Sedangkan dalam teori tujuan pidana hanya ditujukan untuk 

mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan 

umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, 

penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya 

masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri. Sistem peradilan pidana 

adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan 

tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus 

kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah 
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ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah 

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
 39

    

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
 40

    

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 
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Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 41

    

 

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan 

hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun 

hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun 

kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan 

antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan 

dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain 

berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk 

pendekatan, yaitu:  

a. Pendekatan Normatif  

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum 

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai 

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem penegakan hukum semata-mata.  
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b. Pendekatan administratif  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik 

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai 

dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem 

yang dipergunakan adalah sistem administrasi. 

c. Pendekatan sosial  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau 

ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
 42

    

 

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup 

praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama 

membentuk suatu integrated criminal justice system. Integrated criminal justice 

system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat 

dibedakan dalam:
 43

     

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka 

hubungan antar lembaga penegak hukum. 

a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat 

vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 

b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.  
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Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya 

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu 

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. 

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu 

subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. 

Keterpaduan antar subsistem itu dapat diperoleh bila setiap subsistem menjadikan 

kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Komponen-komponen sistem 

peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.  

 

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen 

dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena 

peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal 

(criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum 

pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari 

penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan 

pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai the network of court and 

tribunals which deal with criminal law and it enforcement. (jaringan peradilan 

pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum)
 44

    

 

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik 

sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 
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gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain 

berada dalam ketergantungan.
45

    

 

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, 

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan 

dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan 

terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah 

meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar system hukum 

tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan 

penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat 

terhadap unsur-unsur dasar tersebut.
46

    

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.
 47
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